
3. Undang-Undang Nomor !:i Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899); 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Prop'irusi Sun'la.tera. U'tar a (Lcmbaran Negara Republik Indorieeie. 
Tahun 1956 Nomor 58); 

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit 
Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Langkat; 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, 
Peraturan Bupati Langkat Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Kesehatan Kabupa.ten Langkat, guna meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan 
kepada masyarakat di Bidang Kesehatan perlu membentuk Unit 
Pelaksana Teknis Instalaei Farmasi; 

BUPATI LANGKAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS 
KESEHATAN K.ABUPATEN LANGKAT 

BUPATI LANGKAT 
PROVINS! SUIAATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR: \ 8 TAHUN 2021 

SALIN AN 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Neagara Republik 
Indonesia Nomor 6041 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 I Tahun '20'..20 tentang Perubanan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1 f:;7, Tambahan Lembaran Neagara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 ten tang Sistem 
Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5542); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Daerah Tingkat JI Binjai, Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya 
Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten dati II 
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 9); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201E, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabu paten Langkat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daeral: yang mernimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Langkat. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Ka bu paten 

Langkat. 
8. Unit Pelaksana Teknis lnstalasi Farmasi adalah organisasi yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan 
teknts penunjang tertentu paua Dinas xeeenaian xauupaien 
Langkat. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana 
Teknis lnstalasi Farrnasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Langkat. 

10. lnstalasi Farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, dan juga pemeliharaan persediaan fannasi 
berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya. 

11. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha Unit 
Pelaksana Teknis lnstalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Langkat. 

Pasal 1 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSt\NA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Langkat; 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah Kab.ipaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); 
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(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi 
terdiri dari: 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis: 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

(4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Instalasi 
Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

BAB III 
SUSUNAN ORGANTSASf 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis 
lnstalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan Klasifikasi Kelas A. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

12. Tu.gas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan 
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan 
dengan pelayanan masyarakat. 

13. Tugae Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan 
kegiatan tekn.is tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan 
tugas organisasi induknya. 

14. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah 
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas 
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri 
dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

-4- 



(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melakukan 
perencanaan, penerirnaan, penyimpanan, pendistribusian, 
pengamatan mutu, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan 
evaluasi, perbekalan farrnasi dan peralatan kesehatan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama 
pemerintah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 

Kepala Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusun rencana program dan kegiatan serta anggaran Unit 

Pelaksana Teknis lnstalasi Farmasi; 
b. Pelaksana perhitungan perencanaan obat pelayanan 

kesehatan dasar maupun obat program yang dibutuhkan oleh 
masyarakat; 

c. Pelaksana penerimaan obat dari basil pengadaan yang sudah 
ditetapkan berdasarkan e-katalog maupun non e-katalog; 

d. Pelaksana penyimpan obat dan perbekalan kesehatan di 
penyimpanan Instalasi Fannasi sesuai standart penyimpanan 
yang sudab. ditetapkan; 

e. Pelaksana Sistem D·stribusi obat secara aktifke puskemas dan 
distribusi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 

f. Pelaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan obat dan 
perbekalan kesehatan; 

Pasal 6 

Paragraf 1 
Kepala Unit Pelaksana Teknis 

(1) Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Farmasi 
berupa pengelolaan, pendistribusian obat dan perbekalan 
kesehatan. 

Pasal5 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Unit Pelaksana Teknis lnstalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan 
merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din as 
Kesehatan. 

Pasal 4 

BABIJl 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 
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(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pelaporan dan administrasi, kepegawaian da.n 
umurn serta keuangan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), 
Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan 

serta anggaran Unil Pelaksana Teknis lnstalasi Farmasi; 
b. Pelaksana urusan administrasi, kepegawaian, urusan rumah 

tangga, dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis lnstalasi 
Farmasi; 

c. Pelaksana urusan administrasi keuangan Unit Pelaksana 
Teknis Instalasi Farmasi; 

d. Penyusun Laporan dan pendokumentasian kegiatan Unit 
Pelaksana Teknis In stalasi Farmasi; dan 

e. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 7 

Paragraf 2 
Subbagian Tata Usaha 

g. Pelaksana kegiatan monitoring ketersediaan dan mutu obat di 
puskesmas dan melakukan fasilitasi teknis tentang 
pengelolaan obat di Puskesmas; 

h. Persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi; 
1. Pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan 

pendistribusian obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
(NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya; 

j. Pencatat pelaporan mengenai persediaan, mutasi, penggunaan 
obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan 
perbekalan farmasi l ainnya; 

k. Pelaksana monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan 
perbekalan farmasi .ainnya; 

1. Pengamat mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada 
dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan; 

m. Pemantau dan Pengevaluasi serta pelaporan di bidang 
tugasnya; 

n. Pemberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang 
tugasnya; dan 

o. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan 
sesuai dengan tugasnya. 
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(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis disusun 
Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional 
Prosedur (SOP) eebagai.nana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Langkat dan Unit Pelaksana Teknis wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi baik dalar.n lingkungan masing- masing maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau 
dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum 
Penyelenggaran Negara. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas 
Kesehatan dan Unit Pe1aksana Teknis wajib mengawasi, 
memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberi 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Setiap pimpinan satua.n organisasi di Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya 

Pasal 9 

BAB VII 
TATA KERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya 
untuk melaksanakan tugas. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 
oleh Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban 
kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 8 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

Pasal 12 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah -Jabatan Struktural Eselon 
IV.a atau Jabatan Pengawas. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon 
TV.b atau Jabatan Pengawas, 

Pasal 11 

Bagian Ked ua 
Eselon 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati alas usul Dinas 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 
mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan 
Pemerintahan yang ditangani. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

BAB VIII 
KEPEGAWAIAN DAN ESELON 

dengan tembusan keps.da satuan kerja organisasi lain secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(6) Setiap laporan yang di:erima oleh pimpinan satuan kerja dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing­ 
masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat 
berkala. 

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas dan 
Unit Pelaksana Teknis berhalangan maka tugas pimpinan satuan 
organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi 
setingkat di bawahnya. 
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ALIMAT 1' 
PEMBINA INGKAT I 
NIP. 197308032002121005 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN KUM, 

INDRA SALAHUDTN 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKATTAHUN 2021 NOMOR 1S 

ttd 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal 11 - ~ - 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

TERTIB RENCANA PERANGIN ANGIN 

ttd 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal ll - s 2021 
BUPATI LANGKAT, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten 
Langkat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 13 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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BUPATI LANGKAT 

ttd 
TERBJT RENCANA PERANGIN ANGIN 

LAMPIR'\N PERATURAN BUPATI LANGJ<.AT 
Nomor .., 8 TQMN'-" 202 1 
Tanggal : \l -'=" - 202 1 

GAN, S.H 
PEMBINA INGKAT I 
NIP. 197308032002121005 

) 
I 

Salinan sesuai dengan slinya 
KEPALA BAGIAN UM, 

( KEPALA UPT 1 
/ ' JABATAN FUNGSIONAL 

I I I I I 

SUB BAGIAN TATA 
USAH..t\ 

\.. ) 

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT 


